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SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati 

menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 

Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun 

Anggaran 2018, 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan 

| Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik 

donesia Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik



    

Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4269): 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438), 

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),



    

Memperhatikan : 

12. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495), 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864): 

14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2018, 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 

1. 

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



    

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011, 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018: 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

S50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah 

dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 

225/PMK.07/2017, 

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1884), 

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa 

Tahun Anggaran 2018: 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2018 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



    

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa, 

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri 

Dalam Negeri. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 

disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

BAB II 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun 

Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan 

berdasarkan: 

a. alokasi dasar: 

b. alokasi afirmasi: dan 

c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan 

geografis setiap desa. 

Pasal 3 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi 

jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan 

Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. 

Pasal 4 

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat 

Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.



    

Pasal 5 

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung 

berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah 

dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang 

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 6 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

AF Desa - ((0,10 “ Z1) # (0,50 “ Z2) # (0,15 “ Z3) # (0,25 " Z4) “ AF 

Kab/Kota 

Keterangan: 

AF Desa - Alokasi Formula setiap Desa 

Z1 - rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 

penduduk Desa kabupaten Bone Bolango 

Z2 - rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap 

total penduduk miskin Desa kabupaten Bone 

Bolango 

Z3 - rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas 

wilayah Desa kabupaten Bone Bolango 

Z4 2 rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten 

Bone Bolango 

AF Kab/Kota - Alokasi Formula Kapaten Bone Bolango 

Pasal 7 

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari 

kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik. 

Pasal 8 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone 

Bolango Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam 

lampiran I Peraturan Bupati ini.



    

BAB III 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 9 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 

Pasal 10 

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman 

pada petunjuk teknis, sebagaimana tercantum dalam lampiran II 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 

dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber 

daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak 

menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. 

Pasal 11 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. 

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas 

penggunaan Dana Desa. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB IV 

PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 12 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya: dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahap I, II dan III. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a



disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran 

berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap 

I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan 

paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas 

waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4), Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian 

output kepada Bupati. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 
  

     

  

  

     
  

  

  

    

  

  

    

PARAF HIERARHKIS 1 

WAKIL BUPATI: po Ditetapkan di Suwawa 
SEKDA : v3 ae Jeanugai 2018 
ASISTEN I :3 7) BUPAVN BONE BO 
ASISTEN II : ) | 

ASISTEN III » Hi L 

INSPEKTUR 

KEPALA BAPPEDA 1 Ss 

KEPALA BKPD 201 NA wiki 
KEPALA DPMD : b V     

Diundangkan di Suwawa 

pada tanggal 10 Januari 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, 

     
rt OMA, M.Si 

PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 19641106 199103 1 005 

  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR



LA
MP
IR

AN
 

| 
: 
PE

R 

N
O
M
O
R
 

TA
NG
GA

L 

TE
NT
AN
G 

RA
N 

BU
PA
TI
 
BO

NE
 
BO

LA
NG

O 

TA
HU

N 
20

18
 

, 
7 

O 
J
e
n
u
z
r
i
 

me
 

: 
TA
TA
 
CA
RA
 P
E
M
B
A
G
I
A
N
 
DA
N 

P
E
N
E
T
A
P
A
N
 
RI
NC
IA
N 

D
A
N
A
 
DE
SA
 
Y
A
N
G
 
B
E
R
S
U
M
B
E
R
 

DA
RI
 
A
N
G
G
A
R
A
N
 
P
E
N
D
A
P
A
T
A
N
 
DA
N 

BE
LA
NJ
A 

N
E
G
A
R
A
 
T
A
H
U
N
 
20

18
 

  

P
E
N
G
H
I
T
U
N
G
A
N
 
DA
NA
 
DE
SA
 
SE
TI
AP
 
DE
SA
 

KA
BU

PA
TE

N 
BO
NE
 
BO
LA
NG
O 

TA
HU
N 

A
N
G
G
A
R
A
N
 
20

18
 

  

(r
ib
u 

ru
pl

ah
) 

 
 

Ke
ca
ma
ta
n 

/ 
De

sa
 

Al
ok

as
i 

Da
sa

r 
Kla

sif
ika

si 
Des

a 
tp

M |
 
O6
3 

|A
lo

ka
si

 
Af

ir
ma

si
 

Al
ok

as
i 

Fo
rm
ul
a 

 
 

Ju
ml
ah
 
Pe
nd
ud
uk
 

Ju
ml
ah
 
Pe

nd
ud

uk
 
Mi
sk
in
 

Lu
as

 
Wi

la
ya

h 
 
 

Ju
ml
ah
 

Ra
si
o 

Ju
ml
ah
 

Pe
nd
ud
uk
 

Bo
bo
t 

Ju
ml
ah
 

Ra
si
o 

lu
ml

ah
 

 
 

dud
uk 

Mi
sk
in
 

Bo
bo
t 

Lu
as
 
Wi
la
ya
h 

Ra
si
o 

Lu
as
 

Wi
la
ya
h 

In
de
ks
 
Ke
su
li
ta
n)
 

Al
ok

as
i 

Fo
rm
ul
a 

Pa
gu
 
Da
na
 
De
sa
 
pe
r-
 

De
sa
 

 
 

St
 

LI
) 

5) 
6)

 
A
h
 

f1
) 

2
 

23
2 

1g
 

ga
s)

 
fi
? 

 
 

TA
PA
 

  
22)

» 
(d

j 
« (

7)
 (

21
, 

 
 

T
A
L
U
M
O
P
A
T
U
 

61
6,
34
5 

BE
RK

EM
BA

NG
 

180
1 

0.
00
12
 

61
 

0.
00
14
 

0.
00

07
 

0.
84
 

0.
00

04
 

0.
00
01
 

74
.2
0 

0.
00
28
 

0.
00

47
 

91
,2
23
 

70
7,
56
8 

 
 

TA
LU

LO
BU

TU
 

61
6,
34
5 

 
 

D
U
N
G
G
A
L
A
 

61
6,
34
5 

BE
RK
EM
BA
NG
 

11
01
 

0.
00

07
 

29
9 

0.
00
57
 

0.
00
33
 

0.
69
 

0.
00
03
 

0.
00
01
 

33
.6

8 
0.
00
13
 

0.
00
54
 

10
4,
25
2 

72
0,
59
7 

 
 

 
 

BE
RK

EM
BA

NG
 

  
13

89
 

49
7 

0.
01

11
 

0.
00
56
 

3.
46
 

0.
00

17
 

0.
00
03
 

39
.9
9 

0.
00
15
 

0.
00
83
 

15
9,
43
9 

77
5,
78
4 

 
 

LA
NG
GE
 

61
6,
34
5 

T
E
R
T
I
N
G
G
A
L
 

98
0 

0.
00
07
 

37
3 

0.
00
34
 

0.
00
42
 

24
.1

9 
0.

01
22

 
0.

00
18

 
30
.2
6 

0.
00
11
 

0.
00
78
 

15
0,
61
6 

94
0,
40
9 

 
 

TA
LU

LO
BU

TU
 
SE
LA
TA
N 

61
6,
34
5 

 
 

KE
RA

MA
T 

61
6,

34
5 

BE
RK

EM
BA

NG
 

70
8 

0.
00
05
 

12
1 

0.
00
27
 

0.
00
14
 

41
0 

0.
00
21
 

0.
00
03
 

40
.0
7 

0.
00
15
 

0.
00
36
 

70
,2

20
 

68
6,
56
5 

 
 

 
 

BE
RK

EM
BA

NG
 

97
2 

0.
00

07
 

66
 

0.
09
15
 

0.
00
07
 

0.
73
 

0.
00

01
 

34
.0
5 

0.
00
51
 

0.
00
13
 

0.
00
27
 

52
,4
88
 

66
8,
83
3 

 
 

ME
RA
NT
I 

61
6,
34
5 

 
 

KA
BI
LA
 

mimslofolunj gir 

TE
RT

IN
GG

AL
 

52
8 

0.
00
04
 

31
9 

0.
00
71
 

0.
00
36
 

25
.9
2 

o:
 0

13
1 

0.
00
20
 

50
.7
0 

0.
00
76
 

0.
00
19
 

0.
00
78
 

15
0,
29
1 

76
6,
63
6 

 
 

 
 

DU
TO
HE
 

61
6,

34
5 

 
 

Tr 

TA
NG

GI
LI

NG
O 

61
6,

34
5 

BE
RK
EM
BA
NG
 

12
34

 
0.
00
83
 

0.
00

08
 

23
4 

0.
00
52
 

0.
00
26
 

0.
97
 

0.
00
05
 

0.
00

01
 

31
.7
2 

“0
.0

04
7 

0.
00
12
 

90
,9
13
 

70
7,
25
8 

 
 

 
 

B
E
R
K
E
M
B
A
N
G
 

19
55

 
0.
01
32
 

0.
00

13
 

27
9 

0.
09

63
 

0.
09
31
 

1.
01

 
0.
00
01
 

34
.2
3 

0.
00
s1
 

0.
00
13
 

11
1,
89
4 

72
8,

23
9 

 
 

2 

TO
TO
 
SE
LA
TA
N 

61
6,
34
5 

TE
RT
IN
GG
AL
 

0.
01

22
 

0.
00
12
 

24
2 

0.
00
54
 

0.
00
27
 

0.
92
 

0.
00
05
 

0.
00
01
 

47
,3
 

0.
00
71
 

0.
00
18
 

11
1,

56
2 

72
7,
90
7 

 
 

“ 
“ 

P
O
O
W
O
 

61
6,

34
5 

BE
RK
EM
BA
NG
 

17
84

 
0.
01
20
 

0.
00
12
 

31
9 

0.
00
71
 

0.
00
36
 

1.
66
 

0.
00

03
 

0.
00

01
 

39
.7
2 

0.
00
59
 

0.
00
15
 

12
3,
21
9 

73
9,

56
4 

 
 

“ 
“ 

TA
LA
NG
O 

61
6,
34
5 
 
 

BE
RK
EM
BA
NG
 

14
21
 

0.
00
95
 

0.
00
10
 

14
9 

0.
00
33
 

0.
00
17
 

0.
83
 

0.
00
04
 

0.
00

01
 

37
.2

7 
0.
00
56
 

0.
00
14
 

78
,7
43
 

69
5,
03
8 

 
 

mm 
“ 

P
O
O
W
O
 
BA
RA
T 

61
6,
34
5 

BE
RK

EM
BA

NG
 

15
95

 
0.

01
07

 
0.
00
11
 

15
7 

0.
00

35
 

0.
00
18
 

0.
87
 

0.
00
04
 

0.
00
01
 

36
.5
8)
 

0.
00

54
 

0.
00
14
 

82
,3
02
 

69
8,
64
7 

 
 

s 

DU
TO
HE
 
BA

RA
T 

61
6,
34
5 

SiSsisimsiunloja 

BE
RK

EM
BA

NG
 

17
42
 

0.
01
17
 

0.
00
12
 

39
1 

0.
00
88
 

0.
00
44
 

1.
26
 

O.
c0
06
 

0.
00
01
 

34
.8
5 

0.
00
52
 

0.
00

13
 

13
4,
17
2 

75
0,
51
7 

 
 

z3 

S
U
W
A
W
A
 
 
 

wu 
“ 

TI
NG

KO
HU

BU
 

61
6,
34
5 

B
E
R
K
E
M
B
A
N
G
 

15
05

 
0.
01
01
 

0.
00
10
 

24
4 

0.
00
55
 

0.
00
27
 

1.
43
 

0.
00
07
 

0.
00

01
 

36
.6
2 

0.
00
55
 

00
14

 
10
0,
79
6 

71
7,
14
1 

 
 

» 
-“ 

B
O
L
U
D
A
W
A
 

 
 

61
6,
34
5 

BE
RK

EM
BA

NG
 

28
94
 

0.
01

95
 

0.
00
19
 

57
9 

0.
01
30
 

0.
00
65
 

1.
38
 

0.
00
01
 

32
.8

1 
0.
00
49
 

0.
00
12
 

18
8,
53
4 

80
4,
87
9 

 
 

Pa 
“A 

BU
BE
 

61
6,
34
5 

 
 

2 
“ 

HU
LU
DU
VO
TA
MO
 

61
6,
34
5 

 
 

a 
“ 

U
L
A
N
T
A
 

61
6,
34
5 

BE
RK

EM
BA

NG
 

61
6 

0.
00
41
 

87
 

0.
00
19
 

0.
00
10
 

0.
21
 

33
.1
2 

0.
00
49
 

0.
00

12
 

50
,9
54
 

66
7,
30
9 

 
 

 
 

TE
RT
IN
GG
AL
 

70
5 

0.
00
47
 

10
0 

0.
00
22
 

0.
00
11
 

2.
53
 

0.
00
02
 

49
.3
9 

0.
00
74
 

0.
00
13
 

70,
040

 
68
6,
38
5 

 
 

 
 

TE
RT
IN
GG
AL
 

12
13

 
0.
00
82
 

43
0 

0.
00
96
 

7.
78
 

0.
00
06
 

 
 

Oo 
NA 

TI
NE
LO
 

61
6,
34
5 

BE
RK
EM
BA
NG
 

0.
01
10
 

O.
 '
oo

11
 

57
3 
 
 

0.
01
28
 

0.
00
54
 

0.
00
01
 

28
.4
6 

0.
00
42
 

0.
00
11
 

14
0,
66
4 

93
0,
45
7 

 
 

39
.4
0 

0.
00
59
 

0.
00

15
 

17
4,
77
7 

791
,12

2 
 
 

“ 
N 

B
U
B
E
Y
A
 

61
6,
34
5 

 
 

“ 
“ 

BU
BE

 
BA
RU
 

61
6,
34
5 

BE
RK
EM
BA
NG
 

15
28
 

0.
01

03
 

0.
00
10
 

34
7 

0.
00
73
 

0.
00
39
 

0.
71
 

0.
00
01
 

39
.3
7 

0.0
059

 
0.
00
15
 

12
4,
31
3 

74
0,
65
8 

 
 

TE
RT
IN
GG
AL
 

96
7 

0.
00

55
 

0.
00
07
 

37
7 

0.
00
84
 

0.
00
42
 

1.
14
 
 
 

0.
00
01
 

34
.9
2 

0.
00
52
 

0.
00
13
 

12
0,
93
5 

91
0,
72
8 

 
 

mm 
“ 

TI
NG
KO
HU
BU
 
TI

MU
R 

61
6,
34
5 

BE
RK

EM
BA

NG
 

92
0 

0.
00

52
 

0.
00
06
 

17
4 

0.
00
39
 

0.
00
19
 

1.
04
 

33
.5

2 
09
.0
05
0 

0.
00
12
 

75
,2
45
 

69
1,
59
0 

 
 

t 
“ 

HE
LU

MO
 

61
6,
34
5 

mila elo ol ol oj in 

(T
ER

TI
NG

GA
L 

85
5 

0.
00
58
 

0.
00
06
 

14
4 

0.
00
32
 

0.
00
16
 

1.
30
 

36
.9
9 

0.
00
55
 

0.
00
14
 

70
,7

85
 

68
7,
13
0 

 
 

2 

BO
NE
PA
NT
AI
 

 
 

 
 

m 
“ 

T
A
M
B
O
O
 

61
6,
34
5 

BE
RK
EM
BA
NG
 

58
9 

0.
00
40
 

0.
09
04
 

24
3 

0.
00
54
 

0.
00

27
 

1.
46
 

41
.1
8 

0.
00
61
 

0.
00
15
 

0.
00
52
 

10
0,
78
8 

71
7,
13
3 

 
 

s 

BI
LU

NG
AL

A 
61
6,
34
5 

BE
RK
EM
BA
NG
 

19
41
 

0.
01

31
 

0.
00
13
 

46
9 

0.
01
05
 

0.
00
53
 

29
.9
0 

29
.2
0 

0.
00
11
 

19
1,
48
1 

80
7,
82
6 

 
 

Pa 
“ 

UA
BA

NG
A 

61
6,
34
5 

TE
RT
IN
GG
AL
 

17
3,
44
9 

0.
00
64
 

0.
00
06
 

39
8 

0.
00
39
 

0.
00
45
 

53
.0
2 

0.
00
79
 

0.
00
20
 

0.
00
79
 

15
1,
96
2 

94
1,
75
6 

 
 

2 

TO
LO

TI
O 

61
6,
34
5 
 
 

BE
RK
EM
BA
NG
 

0 
66
1 

0.
00
04
 

33
7 

0.
00
76
 

 
 

0.
00
38
 

40
.8
2 

0.
00
61
 

0.
00
15
 

0.
00
51
 

11
7,
26
7 

73
3,
61
2 

 
 

a 

TO
NG
O 

 
 

61
6,
34
5 

TE
RT
IN
GG
AL
 

17
3,

44
9 

90
5 

o.
 0
05
1 

0.
09
06
 

45
6 

0.
01
02
 

0.
00
51
 

46
.9
5 

0.
00
70
 

0.
00
17
 

0.
00
89
 

15
3,
64
4 

94
3,
43
8 

 
 

2 

BI
LU

NG
AL

A 
UT

AR
A 

61
6,

34
5 

TE
RT
IN
GG
AL
 

17
3,
44
9 

81
7 

0.
00

55
 

0.
00

05
 

47
1 

0.
01
06
 

0.
00
53
 

43
.6
8 

0.
00
55
 

0.
00
16
 

0.
00
82
 

15
8,
49
8 

94
8,
29
2 

 
 

“ 
“ 

TI
HU
 

61
6,
34
5 

TE
RT
IN
GG
AL
 

  0 
12

02
 

0.
00

81
 

32
6 

0.
00
73
 

0.
00

37
 

41
.5
6 

0.
00

65
2 

0.
00
15
 

0.
00
55
 

12
4,
63
9 

74
0,
98
4 

 
 

lai 
mm 

T
U
N
A
S
 
JA

YA
 

61
6,

34
5 

'T
ER
TI
NG
GA
L 

17
3,
44
9 

82
3 

0.
00

55
 

0.
00
06
 

41
6 

0.
00
93
 

0.
00
47
 

48
.1
0 

0.
00
72
 

0.
00
18
 

0.
00
76
 

14
6,
23
9 

93
6,
03
3 

 
 

— 
— 

LE
MB
AH
 
HI

JA
U 

61
6,
34
5 

TE
RT

IN
GG

AL
 

1n
a,
aa
g 

89
8 

0.
00
69
 

0.
00

06
 

59
3 

0.
01
33
 

53
.7
1 

0.
00
20
 

0.
00
98
 

18
9,
17
1 

97
8,
96
5 

 
 

3 

BA
TU

 
HI
JA
U 

61
6,
34
5 

TE
RT
IN
GG
AL
 

49
7 

0.
00

33
 

0.
00
03
 

27
6 

0.
00
62
 

0.
00
31
 

436
3 

O.
 0
06
5 

0.
00
16
 

0.
00
55
 

10
6,
44
4 

72
2,
78
9 

 
 

N 
a 

O
M
B
U
L
O
 
HI
JA
U 

61
6,
34
5 

TE
RT

IN
GG

AL
 

46
5 

0.
00
31
 

42
8 

0.
00
96
 

0.
00
48
 

43
.2
5 

0.
00
64
 

0.
00
16
 

0.
00
75
 

14
5,
47
1 

93
5,
26
5 

 
 

“ 
mM 

KE
MI
RI
 

61
6,
34
5 

BE
RK

EM
BA

NG
 

54
5 

0.
00

37
 

0.
00

04
 

11
5 

0.
00
26
 

0.
00
13
 

62
.1

1 
0.
00
93
 

0.
00
23
 

0.
00
44
 

85
,7
93
 

70
2,
13
8 

 
 

Dg 
mm 

PE
LI
TA
 
HJ

AU
 

61
6,
34
5 

Il oof co| coj coj cola | oo| nj o0| ng 0 

TE
RT
IN
GG
AL
 

0.
00

45
 

0.
00
04
 

46
0 

0.
01

03
 

0.
00
52
 

50
.5
1 

0.
00
75
 

0.
00
19
 

0.
00
82
 

15
8,
76
7 

94
8,
56
0 

 
 

- 

 
 

B
U
L
A
N
G
O
 
UT
AR
A 
 
 

0 
ma 

Bo
ID

U 
61

6,
34

5 
TE
RT
IN
GG
AL
 

84
1 

0.
00

57
 

0.
00
06
 

22
4 

0.
00
50
 

0.
00
25
 

9.
76

 
0.
00
07
 

27
.4
2 

0.
00
41
 

0.
00
10
 

0.
00
48
 

93
,4
12
 

70
9,
75
7 

 
 

& 
m 

B
A
N
D
U
N
G
A
N
 

61
6,
34
5 

TE
RT
IN
GG
AL
 

12
58

 
0.

00
85

 
0.
00
08
 

44
5 

0.
01
00
 

21
.9
6 

0.
00
17
 

27
.8
7 

0.
00
42
 

0.
00
10
 

0.
00
85
 

16
4,
83
4 

95
4,
62
7 

 
 

? 

(T
UP

A 
61
6,
34
5 

TE
RT

IN
GG

AL
 

11
39

 
0.
00
77
 

29
7 

0.
00
67
 

0.
00
33
 

13
.6
7 

0.
00
10
 

26
.1
4 

0.
00
39
 

0.
00
10
 

0.
00
51
 

11
7,
88
1 

73
4,
22
6 

 
 

“ 
T 

LO
NG
AL
O 

61
6,
34
5 

TE
RT
IN
GG
AL
 

17
3,
44
8 

0.
00
63
 

0.
00
05
 

43
8 

0.
00
98
 

0.
00
49
 

26
.0

3 
0.
00
20
 

27
.7
9 

0.
00
41
 

0.
09
10
 

0.
00
85
 

16
5,
11
8 

95
4,
91
1 

 
 

“ 
bi 

T
U
L
O
A
 

61
6,

34
5 

SA
NG
AT
 
TE

RT
IN

GG
A 

“66
2 

0.
00
45
 

0.
00
04
 

52
6 

0.
01
18
 

0.
00
59
 

11
.8
8 

09
.0
00
9 

48
.5
7 

0.
00
72
 

0.
00
18
 

17
4,
74
2 

1,
08
5,
22
9 

 
 

— 
bd 

KO
PI
 

61
6,
34
5 

TE
RT

IN
GG

AL
 

55
4 

0.
00
37
 

0.
00
04
 

24
3 

0.
00
54
 

0.
00
27
 

8.
62
 

0.
00
07
 

45
.3
2 

0.
00
58
 

0.
00
17
 

0.
00
54
 

10
5,
00
0 

72
1,
34
5 

 
 

Y 

L
O
M
A
Y
A
 

61
6,

34
5 

TE
RT
IN
GG
AL
 

  
11
56
 

0.
00
78
 

0.
00
08
 

35
1 

0.
00
79
 

0.
00
39
 

13
.0
2 

0.
00
10
 

37
.4
0 

0.
00

56
 

0.
00
14
 

0.
00
71
 

13
6,
93
7 

92
6,
73
0 

 
 

wu 
s 

SU
KA

 
D
A
M
A
I
 

61
6,
34
5 | 

TE
RT
IN
GG
AL
 

 
 

94
4 

32
1 

0.
00
72
 

0.
00
36
 

24
.4
1 

0.
00
18
 

  
35
.2
3 

0.
00
52
 

0.
00
13
 

0.
00
74
 

14
2,
79
4 

75
9,
13
9 

 
 

  

» 
. 

BU
NU
O 

61
6,
34
5 

Seo Tool ain olsin 

TE
RT
IN
GG
AL
 

o. 0
02
7 

O.
 -
00
03
 

22
4 

0.
00
50
 

0.
00
25
 

22
.7

8 
0.
00
17
 

41
.5
8 

0.
00
52
 

0.
00
15
 

0.
00
51
 

11
6,
91
9 

 
 

 
 

    
      

      
       

     
    

73
9,
26
4 

      
 
 

4



 



Desi 

IPM 
Klasifikasi Desa IDM 

 



  

DATARAN HIJAU 

PERMAI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pagu Dana Desa 125,177,663 

Hasil Perhitungan Dana Desa 125,177,663 

Pagu Alokasi Dasar 98,615,200 

Hasil Hitung Alokasi Dasar 98,615,200 

Pagu Alokasi Afirmasi 7,247,254 

Hasil Hitung Alokasi Afirmasi 7,247,254 

Pagu Alokasi Formula 19,315,209 

Hasil Hitung Alokasi Formula 19,315,209 
  

Jumlah Desa   160   

  

  

, 

Jumlah Penduduk Miskin Pagu Dana Desa per- 

Total Bobot Alokasi Formula Desa Jumlah Rasio jumlah Bob 

BUPATI 

  

HAMIM POU



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR 1: 5 TAHUN 2018 

TANGGAL : 10 Jenuzri 2018 

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA 

DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 

ANGGARAN 2018 
  

PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN, 

PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DANA DESA 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 

  

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban 

daerah. 

b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan 

tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan 

peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat 

Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa. 

c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan 

Cc pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang 

£ bersumber dari : 

1) pendapatan Desa: 

2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima oleh Daerah yang merupakan Dana Desa, 

3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten, dan 

4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 

mengikat. | 

II. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: 

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:



c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, 

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah: 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093), 

i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225.07/2017 

  

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 

j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884): 

k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia — Nomor 

226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian Dana Desa menurut 

Kabupaten tahun anggaran 2018, 

l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang 

(& Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, 

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bone Bolango Tahun Anggaran 2018, 

III. “Maksud dan Tujuan 

A. Maksud 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan 

Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

B. Tujuan 

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam 

melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

dan Pembangunan Infrastruktur Desa sesuai dengan 

kewenangannya,



2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menumbuh 

kembangkan perekonomian melalui usaha-usaha kecil sesuai 

dengan potensi Desa, 

3. meningkatkan pemerataan pembangunan Desa, kesempatan kerja 

dan kesempatan berusaha bagi masyarakat, dan 

4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. 

IV. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN 

sumber pendapatan Desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa, pe
m 

2. pengelolaan keuangan Desa dilakukan menurut prinsip pengelolaan 

sebagaimana ketentuan perundang-undangan: 

3. kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan 

dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang 

ada di Desa: dan 

  

4. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

administratif, teknis dan hukum. 

V.  PENGALOKASIAN DANA DESA : 

1. Dana Desa 

a. Dana Desa dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone 

Bolango, 

b. Jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, 

sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri 

dari pembiayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Pembangunan Desa: 

  

c. Dana Desa dapat diperuntukan untuk mendanai bantuan insentif 

sebagai berikut : 

1) Guru Taman Belajar Keagamaan 

Biaya Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan (guru 

ngaji) sebesar : @ Rp. 500.000/bulan, 

2) Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD/TK 

Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pendidik Anak Usia 

Dini/PAUD/TK, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut : 

a. Sarjana Rp. 700.000/bulan 

b. Diploma Rp. 600.000/bulan 

c. SMA Rp. 500.000/bulan 

3) Pengelola PAUD 

Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pengelola PAUD Rp. 

250.000/ bulan



4) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

Biaya Operasional Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Desa dan 

Biaya Penyusun RAB maksimal sebesar 4/0 (empat persen) dari 

total belanja perkegiatan bersifat fisik dengan besaran anggaran 

diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dituangkan 

kedalam perhitungan penyusunan RAB dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. honorarium TPK sebesar 3Yo dengan pembagian sebagai 

berikut : 

- Ketua 5046: 

- Sekretaris 25Y6, dan 

- Anggota 25Y2. 

b. biaya jasa tenaga teknis dan ahli penyusun RAB sebesar 1 

Yo. 

VI. PELAKSANAAN 

A. Pembentukan Organisasi Pelaksana 

  

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari : 

a. Bupati Bone Bolango selaku Pembina, 

b. Wakil Bupati Bone Bolango Selaku Pembina, 

c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku 

Penanggung jawab, 

d. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango 

selaku Pengarah Bidang Pemerintahan dan Hukum, 

e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bone 

  

Bolango selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan dan 

Administrasi Umum, 

f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bone Bolango selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas 

Bidang, 

g. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bone Bolango selaku 

Anggota, 

h. Inspektur Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota, 

i. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Anggota, 

j. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bone Bolango selaku anggota, 

k. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku 

anggota, dan



l. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone 

Bolango selaku anggota. 

Tugas dan fungsi: 

a. menghimpun data guna bahan penyusunan nilai persentase 

alokasi, 

b. menyusun besaran Dana Desa sesuai rumus dan variabel 

yang berlaku, 

c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan Dana 

Desa, 

d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, 

e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat 

kecamatan: 

f. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan 

  

dan belanja keuangan Desa, 

g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan 

masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang, dan 

h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa. 

2. Tim Evaluasi APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan 

susunan keanggotaan sebagai berikut: 

a. Ketua, 

b. Sekretaris: dan 

Cc. Anggota. 

Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati dalam 

  

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Perubahan) 

Kepada Camat. 

Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 

tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa) dan Rancngan Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) 

Kepada Camat, Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan 

Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.



3. Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tingkat Desa merupakan Tim yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur Aparat 

Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa dengan susunan 

keanggotaan sebagai berikut : 

a. Ketua, 

b. Sekretaris: dan 

Cc. Anggota. 

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa mempunyai tugas dan 

fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 

4. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat 

(PTPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan 

susunan keanggotaan sebagai berikut: 

  

d. Sekretaris Desa, 

e. Kepala Seksi/Kepala Urusan, dan 

f. Bendahara. 

Tugas dan Fungsi: 

a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas : 

1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa: 

2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, 

perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan 

APBDesa, 

3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam APBDesa:, 

  

4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBDesa, dan 

5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan 

pengeluaran APBDesa. 

b. Kepala Seksi/Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana 

kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya: 

2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga 

Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam 

APBDesa,



3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas 

beban anggaran belanja kegiatan, 

4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan, 

5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada 

Kepala Desa, dan 

6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

c. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan 

pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan 

APBDesa. 

B. Pengelolaan Dana Desa. 

& 1. Sasaran Penggunaan Dana Desa 

Penggunaan Dana Desa di manfaatkan berdasarkan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 

dan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 

2018. 

a), Bidang Pembangunan : 

1) Pembangunan Jalan Desa kewilayah pertanian, 

2) Pembangunan Jembatan Desa, 

  

3) Pembangunan Drainase Desa, 

4) Pembangunan Sarana Air Bersih Desa, 

5) Pembangunan Jambanisasi, 

6) Pembangunan/perbaikan rumah sehat, 

7) Pembangunan Pasar Desa, 

8) Pembangunan Irigasi Tersier Desa, 

9) Pembangunan Jalan Poros Desa, 

10) Pembangunan/Perbaikan Embung Desa, 

11) Pembangunan Tambatan Perahu, 

12) Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik RTM, 

13) Pembangunan Polindes,



    

14) Sarana Prasarana Pendidikan, 

15) Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Desa, dan 

16) Pemasangan Jaringan Internet Publik, dll (sesuai prioritas 

yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi yang sepakati dalam 

musyawarah desa). 

b) Bidang Pemberdayaan : 

1) Pengadaan Bibit/Induk Ternak, 

2) Pengadaan Perahu Mesin Katintin Penangkap Ikan, 

3) Pengadaan Alat Pertanian/Peternak untuk Kelompok 

Tani/ Peternak, 

4) Pemberian Modal UMKM, 

5) Pemberian Dana Penyertaan Modal BUMDES, 

6) Peningkatan Kapasitas Inseminator Desa, 

7) Pemberian Bantuan Usaha Pertanian, Peternakan, 

Perikanan, Industri dan Usaha Karang Taruna Desa, 

8) Pemberian Insentif Guru PAUD/TK, 

9) Pemberian Insentif Kader Kesehatan Masyarakat, dan 

10) Pemberian Insentif Guru Ngaji, dll (sesuai prioritas yang 

ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi yang sepakati dalam musyawarah desa). 

2. Tahap Persiapan 

a. Dana Desa berada di Rekening Kas Umum Daerah pada Badan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, 

masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank 

Pemegang Kas Daerah, 

Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pengelola 

Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa, 

Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan Keputusan Kepala 

Desa, 

PTPKD mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang 

didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing- 

masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes,
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“ f. RPD sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada 

Tim Evaluasi untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian 

pengajuan dengan APBDes dan RKPDes, 

g. Hasil verifikasi/penelitian dibuatkan berita acara oleh Tim 

Evaluasi yang isinya memuat dan menerangkan 

kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah 

dipenuhi atau belum dipenuhi, verifikasi tersebut meliputi : 

RPJMDes dan RKPDes, 

Rancangan APBDes, 

Perdes APBDes, 

Proposal Pengajuan Pencairan Dana: 

Aa 
8 

O
N
 

Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sebelumnya dan foto 

fisik: 

Rencana Penggunaan Dana (RPD), 

  

Rencana Anggaran Biaya (RAB): 

Berita Acara Penetapan APB Desa: dan 

C
O
N
 

Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan 

Lembaga Pemerintahan Lainnya. 

i. berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi, Camat mengeluarkan 

rekomendasi persetujuan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh 

Kepala Desa, dan 

j- petunjuk teknis penyaluran dana desa dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 

  

3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana. 

a. bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran 

dana yang dikelolanya dengan membuat Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman 

pada ketentuan perundang-undangan, 

b. perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan 

pelaporan Dana Desa wajib menggunakan Sistim Aplikasi 

Keuangan Desa (SISKEUDES), dan 

C. pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan 

kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik 

pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus oleh Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
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. 4. Satuan Kerja Pengelola. 

Pengelolaan Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait. 

VII. PENGAWASAN 

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa, 

dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi 

pengawasan. 

2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka 

penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh 

Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat 

diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat 

Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten. 

  

4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan 

pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, yaitu : 

a. Pengelolaan 

1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana 

Desa, 

2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa, 

3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 

pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. 

b. Penggunaan 

  

1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan 

dalam APB Desa atau Rencana Kerja dan Anggaran: 

2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang 

ditargetkan, 

3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi: 

4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok 

miskin), 

5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung 

penggunaan Dana Desa, 

6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa: dan 

7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada 

di Desa tersebut.



. 
, 

“ 
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VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI 

XI 

Dalam rangka pembinaan Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh 

Tim Fasilitasi Kabupaten : 

1. bagi Desa yang dalam pelaksanaan Dana Desa yang berprestasi sesuai 

hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan 

penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan Dana Desa 

tahun berikutnya, 

2. bagi Desa yang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan 

ketentuan akan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan akan 

dipertimbangkan pemberian Dana Desa tahun berikutnya, 

3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan 

sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten. 

PENUTUP 

Demikian petunjuk teknis tentang mekanisme perencanaan, pengelolaan, 

dan pengawasan dana desa Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman 

dalam pelaksanaannya. 
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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

SEKRETARIAT DAERAH 

: KABUPATEN BONE BOLANGO 
Jin. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO 

      

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /1/2018 Suwawa, Januari 2018 

Kepada Yth, 

BUPATI BONE BOLANGO 

Di 

Tempat 

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN 

BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2018 

PENGELOLA : DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI 

LAMPIRAN :1 (Satu) Berkas 

UNTUK :Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati 

  

Bone Bolango 

7 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 

JEN AW UELAH PAKAYA, SH 
NIP. 19730606 200604 1 031 

 



  

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Jl. Ulantha Desa Huluduotamo - Suwawa 96184 
  

Kepada Yth 

Dari 

Nomor 

Perihal 

Il. Dasar 

Il. Pertimbangan 

Ill. Saran 

- 

IV. Penutup 

TELAAHAN STAF 

: Bupati Bone Bolango 

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango 

: 900/DPMD/ to /1/2018, Tanggal 8 Januari 2018 

: Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 

Desa Setiap Desa se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018. 

:1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone 

Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo 

2. Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5694), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan 

kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 Tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 tahun 2017 tentang Pengeloaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daearah dan Dana 

Desa dan demi kesinambungan Program Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka perlu dilakukan penetapan 

Peraturan bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 

Desa Setiap Desa se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018. 

Melalui dasar dan pertimbangan diatas serta kelancaran pelaksanaan 

Administrasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, maka dengan ini kami memohonkan kepada Bapak untuk dapat 

menyetujui usulan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se-Kabupaten Bone Bolango Tahun 

Anggaran 2018. 

Demikian talahaan staf ini di sampaikan atas kebijakan Bapak di 

sampaikan terima kasih dan mohon petunjuk selanjutnya. 

  

  

SULEMAN PANIGORO, S.Pd 
A ( NIP : 19640411 198511 1 002


